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KENAIKAN
UMK GUNUNGKIDUL

= Perusahaan Dilarang Tangguhkan Upah
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Tapi di bawahnya 21
ada klausul (upah)
tidak boleh ditang-
guhkan.

Sri Sultan HB X
Gubernur DIY ® kehalaman 11

UMP DIY 2022: R; 40.91 naik 4,30
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Kenaikan UMK
Gunungkidul

® Sambungan Hal 1

nyaknya anggota rumah
tangga yang' .

bekerja. “Berdasarkan
hal tersebut maka ditetap-
kan UMP DIY Tahun 2022
sebesar Rp1.840.915,53
atau naik sebesar
Rp75.915,53," ujar Sultan.

Dengan demikian, UMP
DIY mengalami peningkat-
an sebesar 4,30% diban-
dingkan UMP 2021. Lebih

bahkan klausul khusus -
yang membahas pelarang-
an penangguhan tersebut.

Selain itu, pengusaha
juga dilarang keras mem-
bayar gaji pekerjanya di
bawah standar upah yang
ditentukan., “Jadi di dalam
keputusan gubernur, sesu-
al dengan peraturan-per-
undangan yang ada, kami
menerbitkan SK guber-
nur.. Tapi di bawahnya ada
klausul (upah) tidak boleh
ditangguhkan,” terang Sul-; -
tan. 7

Ancaman sanksi

Jika ada pengusaha atau

e P

‘an yang membayar peker-
Janya di bawah ketentuan,

“Sudah lebih dari 400
aduan kita selesaikan dan
tindak lanjuti, Itu tidak ha-
nya pengupahan, ada ber-
bagai macam masalah ke-
tenagakerjaan, Pengupah-
an juga mawk di situ tapi
tidak sebanyak itu,” terang
Aria, Jumat (19/11).

Pada tahun lalu, peme-
rintah sempat memberi

. kelonggaran karena peru-

sahaan situ-

én
nerapkan struktur skala
upah di perusahaan. Se-
. hingga upah bagi pekerja
dengan masa kerja lebih
dari satu tahun berpedo-
man pada struktur ter-
sebut. “Ini sebagai salah
satu upaya peningkatan
kesejahteraan bagi pekerja
dengan'memperhatikan ke-
mampuan perusahaan dan
produktivitas,” terangnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota
Yogyakarta, Heroe Poerwa-
di | 1

asi sulit akibat p;mdeml
Covid-19.-Kini pemerintah
tidak lagi membuka ruang

jauh, di k yang
sama Sultan juga menetap-
kan UMK di lima kabupa-
ten/kota. UMK ditetapkan
oleh Gubernur berdasar-
kan rekomendasi bupati/
wali kota atas usulan De-
wan Pengupahan kabupa-
ten/kota. -

Rinciannya, Kota Yogya-
karta sebesar Rp2.153.970.
Kenaikan UMK wilayah ini
adalah sebesar Rp84.440
atau meningkat sebesar

,08%. Di Kal upaten Sle-
man MK yang d k

perusah yang melang
gar maka dapat dikenai
sanksi sesuai yang diatur
dalam Undang-Undang
(UU). Jika mengacu Pasal
88 Nomor 63 UU Cipta Ker-
ja, pengusaha dapat dike-
nakan sanksi pidana apa-
bila melanggar ketentuan
pemberian upah berupa
penjara paling singkat 1
tahun dan paling lama 4
tahun hingga denda mak-
simal Rp400 juta. “Karena
nanti-kalau dilakukan ada
aturan } sendiri

menjadi Rp2.001.000 ‘atau
naik Rp 97.500 (5,12%).
Untuk Bantul, meng-
alami kenaikan sebe-
sar Rp74.388 sehingga
UMK tahun 2022 menja-
di Rp1.916,848 atau naik
4,04 persen. Kemudian di
Kulon Progo, UMK yang
dltempkan adalah sebesar

‘Rp 1.904.275 atau alami

kenaikan Rp 99.275 setara
dengan 5,50%. i

Adapun di Gunungki-
dul, merupakan wilayah
dengan penambahan UMK
tertinggi. Yakni mencapai
7,34 persen atau sebe-
sar Rp130.000. Sehingga
UMK Gunungkidul ta-
hun 2022 adalah sebesar
Rp1.900.000

Sultan menegaskan,
para pengusaha atau per-
usahaan di DIY kini tak
diizinkan menangguhkan
pembayaran gaji kepada
pekerja sesual ketentuan
upah minimum. Dalam Su-
rat Keputusan (SK) yang
mengatur besaran UMP/
UMK DIY, Sultan menam-

di peraturan UU yang ada,”
jelasnya.

Dengan adanya klausul
tersebut, Sultan berharap
agar pengusaha mema-
hami konsekuensi yang
bakal dialami jika melaku-
kan pelanggaran. Dengan

dengan perusa-
haan yang tak sanggup
mengupahi pekerjanya se-
suai ketentuan,

Sebab menurut Undang-
Undang (UU), upah mini-
mum memang didesain
sebagai jaring pengaman
pengupahan “Nantinya da-

lam hal p peratur-

dasi dari pihaknya yang
diputuskan oleh Gubernur
tersebut, adalah hasil ka-
Jian dewan pengupahan,
bersama asosiasi pengusa-
ha, dan serikat pc!ur_la di

3 ya. o]
“Masing-masing mema-
hami kondisi pandemi,
dan sektor perekonomian
belum pulih sepenuhnya.
Jadi, perlu sinergi untuk

an ada mekanisme peng-
awasan ketenagakerjaan
mulai dari upaya preventif
edukatif sampai represif

baik yudisial maupun non- -
| kerja sempat mengusulkan

yudisial,” jelas Aria.
T terendah

Di sisi lain, Aria menje-
laskan, besaran upah 2022
tertinggi berada di Kota
Yogyakarta dan terendah di
Gunungkidul. Kendati de-
mikian, dua wilayah terse-
but mengalami penurunan

dapat
membayar upah sesuai ke-
tentuan. “Jadi klausul itu
saya masukkan agar peng-
usaha paham konsekuensi
kalau ditangguhkan atau
tidak dibayar sesuai ke-
tentuan yang ada,” tandas
Sultan.
Sementara itu, Kepa-
la Dinas Ketenagakerjaan
dan Tr asi (Disna-

besaran upah
sebesar 15,2% dibanding
tahun 2021.

“Hal itu dikarenakan
adanya perbedaan per-

tumbuhan ekonomi atau.

inflasi. Hal tersebut sesu-
ai dengan semangat dari
PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, salah
satunya untuk mengurangi

kertrans) DIY, Aria Nugra-
hadi menuturkan,. sejak
awal tahun 2021 pihaknya
belum menerima laporan
adanya perusahaan yang
mengajukan penangguhan
upah Kendati

besaran upah
A

" terang-
nya, Jumat (19/11).

Walau begitu, Heroe pun
tak menampik, di dalam
proses pembahasan terse-
but, perwakilan serikat pe-

kenaikan yang lebih tinggi.
Meski enggan menyebut
angka, usulan tersebut ada
di atas 4 persen. 4
“Ada, permintaan d;atss
4 persen itu. Tapi, saat ini
belum bisa naik terlalu
tinggi, karena pertumbuh-
an ekonomi kita masih ren-
dah. Perlu dicatat, (UMK)
bisa meningkat tinggl ka-
lau pertumbuhan ekonomi-
nya juga tinggl,” jelasnya.
~Namun, setelah melewati
diskusi, pihak buruh pun
dapat menerima peningkat-
an yang mentok di angkd
4,08 persen. Jelasnya, ada
kesepakatan antara peker-
ja, dan pengusaha, yang

dan me
antarwilayah,” jelasnya.
Aria menegaskan, UMK
berlaku bagi pekerja atau
buruh dengan masa kerja
kurang dari satu tahun.

demikian, hingga saat ini
pihaknya telah menerima
569 laporan terkait masa-
lah ketenagakerjaan. Salah
satunya, terkait perusaha-

P ha dilarang mem-
bayar upah di bawah UMK
serta tidak melakukan pe-
nangguhan pembayaran,
Karenanya, pengusaha
wajib menyusun dan me-

didasari bersama
menuju kebangkitan.

“Perlu saya apresiasi,
pengusaha dan pekerja ini
sanggup menemukan titik
yang seimbang. Semuanya
memiliki tekad agar pe-
mulihan ekonomi berjalan
baik, tanpa harus saling
menuntut berlebihan, ada
pengertian,” ucap Heroe.
(tro/aka)
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